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Abstract 

Background:  

Bukit Soeharto Grand Forest Park is a conservation area of 64,814.98 ha with rich and diverse natural resource 

potential so that it requires licensing for business activities that are considered to be able to damage and/or pollute 

the forest area, but in this area there are coal mining activities without a permit so that they damage and pollute 

the Bukit Soeharto Grand Forest Park area. This study aims to examine and analyze law enforcement efforts 

against coal mining activities without a permit in the Bukit Soeharto Grand Forest Park area and examine the 

inhibiting factors in law enforcement efforts against coal mining activities without a permit in the Bukit Soeharto 

Grand Forest Park area. 

Research Metodes:  

In this research, the author uses a socio-legal research.. 

Findings:  

Law enforcement efforts against illegal coal mining activities in the Bukit Soeharto Grand Forest Park area are 

carried out by the Balai Gakkum LHK Kalimantan as a Civil Servant Investigator and also the UPTD Tahura 

Bukit Soeharto as a Regional Technical Implementation Unit. The UPTD Tahura Bukit Soeharto in its law 

enforcement efforts (1) Receives reports from the public, (2) Manages and supervises the Tahura Bukit Soeharto 

area by conducting patrols in the Bukit Soeharto Grand Forest Park area, and (3) Follows up on public reports and 

findings of cases in the Bukit Soeharto Grand Forest Park area to the Balai Gakkum LHK Kalimantan. Inhibiting 

factors in law enforcement efforts include (1) Indications of manipulation in judges' decisions, (2) Legal 

Regulations in Article 39 letters a and b of Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication 

of Forest Destruction, (3) Protection from irresponsible individuals, and (4) Lack of legal awareness among the 

community around the Bukit Soeharto Grand Forest Park area.. 

Conclusion:  

The results of the study indicate that in law enforcement efforts against illegal coal mining activities in the Bukit 

Soeharto Grand Forest Park area, there are factors inhibiting law enforcement originating from the legal 

regulations themselves which are indications of manipulation in the judge's decision against investors, although 

they are the masterminds behind the illegal coal mining activities, these investors do not act directly in the field 

so that there can be indications of manipulation in the judge's decision. In addition, the legal regulations in Article 

39 letters a and b of Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction 

which regulate the investigation period also affect the case resolution process. 
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Abstrak 

Latar Belakang:  
Taman Hutan Raya Bukit Soeharto (Tahura Bukit Soeharto) merupakan kawasan konservasi seluas 64.814,98 ha 

dengan potensi sumber daya alam yang kaya dan beragam sehingga memerlukan adanya perizinan pada kegiatan 

usaha yang dinilai dapat merusak dan/atau mencemari kawasan hutan, namun dalam kawasan ini terdapat kegiatan 

pertambangan batubara tanpa izin sehingga merusak dan mencemari kawasan Tahura Bukit Soeharto. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis upaya penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan batubara 

tanpa izin di kawasan Tahura Bukit Soeharto dan mengkaji faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum 

terhadap kegiatan pertambangan batubara tanpa izin di kawasan Tahura Bukit Soeharto. 

Metode Penelitian: 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sosiologis hukum. 

Hasil Penelitian:  

Upaya penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan batubara tanpa izin di kawasan Tahura Bukit Soeharto 

dilakukan oleh Balai Gakkum LHK Kalimantan sebagai Penyidik Pegawai Negari Sipil dan juga UPTD Tahura 

Bukit Soeharto sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah. UPTD Tahura Bukit Soeharto dalam upaya penegakan 

hukum tesebut (1) Merima laporan dari masyarakat, (2) Melakukan pengelolaan dan pengawasan kawasan Tahura 

Bukit Soeharto dengan melakukan patroli di kawasan Tahura Bukit Soeharto, dan (3) Menindaklanjuti laporan 
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masyarakat dan temuan kasus di kawasan Tahura Bukit Soeharto ke Balai Gakkum LHK Kalimantan. Faktor 

penghambat dalam upaya penegakan hukum, berupa (1) Adanya indikasi permainan pada putusan hakim, (2) 

Aturan Hukum Pada Pasal 39 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan, (3) Adanya perlindungan dari oknum yang tidak bertanggungjawab, dan (4) 

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat sekitar kawasan Tahura Bukit Soeharto. 

Kesimpulan:  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan batubara 

tanpa izin di kawasan Tahura Bukit Soeharto, terdapat faktor penghambat penegakan hukum yang berasal dari 

aturan hukum itu sendiri yang menjadi indikasi permainan pada putusan hakim terhadap pemodal, meskipun 

menjadi dalang terjadinya kegiatan pertambangan batubara tanpa izin, tetapi pemodal ini tidak bertindak langsung 

dilapangan sehingga dapat terjadi indikasi permainan pada putusan hakim. Selain itu, aturan hukum pada Pasal 

39 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 

Hutan yang mengatur mengenai jangka waktu penyidikan juga mempengaruhi pada proses penyelesaian kasus. 

 

Kata kunci: Penegakan Hukum; Pertambangan Batubara Tanpa Izin; Tahura Bukit Soeharto.  

 

DOI : - 

Received : January 2025 

Accepted : January 2025 

Published : February 2025 

Copyright Notice : 

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the 

work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 

International License that allows others to share the work with an acknowledgement of 

the work's authorship and initial publication in this journal. 

 
 

 

1. PENDAHULUAN  

Taman Hutan Raya Bukit Soeharto (Tahura Bukit Soeharto) merupakan kawasan 

konservasi seluas 64.814,98 ha dengan potensi sumber daya alam yang kaya dan beragam 

sehingga memerlukan adanya perizinan pada kegiatan usaha yang dinilai dapat merusak 

dan/atau mencemari kawasan hutan.1 Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya menyatakan mengenai 

larangan bagi setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha yang memberikan akibat pada 

perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Oleh karena itu, Pasal 36 Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa kegiatan usaha di 

kawasan hutan diwajibkan memiliki perizinan, sehingga terdapat larangan bagi setiap orang 

untuk mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah.  

                                                             
1 Sunarto, dkk. (2023). “Analysis of land cover change due to mining and its potential economic liss: A 

case study in the Bukit Soeharto Forest Park, East Kalimantan, Indonesia”. Biodiversitas, Volume 24, Nomor 2, 

hal. 1206. 
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Pasal 37 Ulndang-Ulndang Nomor 6 Tahuln 2023 te lntang Pe lne ltapan Pe lratulran 

Pe lmelrintah Pe lngganti Ulndang-Ulndang Nomor 2 Tahuln 2022 te lntang Cipta Ke lrja yang 

melngulbah Pasal 17 ayat (1) Ulndang-Ulndang Nomor 18 Tahuln 2013 te lntang Pe lnce lgahan dan 

Pe lmbelrantasan Pe lrulsakan Hultan me lmbelrikan larangan ke lpada seltiap orang ulntulk me llakulkan 

ke lgiatan pelrtambangan tanpa izin di kawasan hultan, maka belrdasarkan Pasal 89 Ulndang-

Ulndang Nomor 18 Tahuln 2013 telntang Pe lncelgahan dan Pelmbe lrantasan Pelrulsakan Hultan 

se ltiap orang yang me llanggar atulran hulkulm telrse lbult haruls dibe lrikan sanksi pidana.  

Ke lgiatan pelrtambangan batulbara tanpa izin di kawasan hultan melmbelrikan dampak 

pada pelncelmaran dan kelrulsakan hultan. Hal ini karelna pelrtambangan batulbara me lmiliki 

karaktelristik yang tidak dapat dipelrbaruli (non-relne lwablel), melmpulnyai relsiko tinggi, dan 

ke lgiatan ulsaha pelrtambangan melmpulnyai dampak lingkulngan baik dampak selcara fisik 

maulpuln sosial dibandingkan kelgiatan ulsaha komoditi lain pada ulmulmnya.2 Ole lh karelna itu l 

hulkulm melngatulr ke lgiatan pelrtambangan batulbara haruls me lmiliki izin, namuln telrnyata 

telrdapat pelnambang batulbara yang me llawan hulkulm delngan cara mellakulkan kelgiatan 

pe lrtambangan batulbara tanpa izin di kawasan hultan se lpelrti di kawasan Tahulra Bulkit Soe lharto.  

Kawasan hultan melrulpakan pelneltapan yulridis, melmiliki kulalifikasi hulkulm selhingga 

tulndulk pada reljim hulkulm kelhultanan.3  Problelmatika pada kawasan hultan, yaitul melmiliki 

konse lkule lnsi telrhadap pelnggulnaan kawasan hultan ulntulk belrbagai kelpelntingan, se lpe lrti ulntulk 

pe lnggulnaan kawasan hultan ulntulk kelgiatan ulsaha pelrtambangan batulbara, yang mana 

melskipuln be lrizin melnimbullkan belrbagai masalah dalam isul hulkulm lingkulngan dan 

masyarakat selbagai dampak dari kelgiatan telrse lbult.4 Namuln karelna adanya aspe lk pe lmanfaatan 

tidak dapat dihindari selbagai konse lku le lnsi ke ltelrgantu lngan e lkonomi ne lgara me llaluli 

pe lmanfaatan sulmbelr daya ke lhultanan dan ke lgiatan-ke lgiatan lain belrbasis lahan dalam kawasan 

hultan, maka tidak mulngkin ulntulk tidak me lnggulnakan hultan.5  

Pe lnggulnaan kawasan hultan inilah yang me lnjadi awal mulla telrjadinya ke lgiatan 

pe lrtambangan tanpa izin selbab belbe lrapa faktor selpe lrti sullitnya pe lngulrulsan izin ke lgiatan ulsaha 

pe lrtambangan yang be lru ljulng pada hilangnya ke lsadaran hulkulm masyarakat, se lhingga 

pe lnelgakan hulkulm haruls dilakulkan ulntulk pelrlindulngan kawasan hultan. Pada kasuls ke lgiatan 

                                                             
2 Adrian Sutedi. (2012). “Hukum Pertambangan”. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 43. 
3  Muhamad Muhdar. (2020). “Pertanggungjawaban Hukum Dalam Sistem Penegakan Hukum 

Lingkungan di Indonesia”. Cetakan 1, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, hal. 9. 
4 Ibid., hal. 10. 
5 Ibid., hal 10-11. 
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pe lrtambangan batulbara tanpa izin di kawasan Tahulra Bu lkit Soe lharto, pe lne lgakan hulkulm 

pidana melrulpakan salah satul be lntulk ulpaya yang dilakulkan ulntulk melnanggullangi ke ljahatan. 

Se llain itul, pelne lgakan hulkulm pidana melmiliki fulngsi ulntu lk melngulrangi pelrbulatan kriminal 

dan keljahatan.6 

2. METODE PENELITIAN 

Pe lne llitian ini melnggulnakan me ltode l pe lnellitian sosiologis hulkulm (socio-le lgal re lse larch). 

Pe lne llitian hulkulm socio-lelgal relse larch me lrulpakan pelne llitian yang te ltap melmpelrtimbangkan 

sulmbangan pe lnellitian doktrinal delngan me lnambahkan faktor-faktor di lular norma yaitul fakta-

fakta sosial, praktelk hulkulm dan se lmula yang me lmpe lngarulhinya.7 Dalam pelnellitian ini, hulkulm 

se lbagai peldoman dalam melnelntulkan ulnsulr-ulnsulr pe lrbulatan tindak pidana pelrtambangan tanpa 

izin di kawasan Tahulra Bulkit Soelharto pada sulbje lk hulkulm. Pe lnellitian hulkulm socio-lelgal 

re lse larch melrulpakan pelne llitian hulkulm yang me lnganalisis dan melngkaji belke lrjanya hulkulm 

dalam kelhidulpan masyarakat.8 

Pada pe lnellitian ini, data dipelrolelh me llaluli pe lndokulmelntasian data, pelngulmpullan dan 

pe lnjaringan data/informasi (stuldi dokulmeln), dan wawancara pada instansi telrkait, yaitul Dinas 

Ke lhultanan Provinsi Kalimantan Timulr (Ulnit Pellaksana Telknis Dae lrah Taman Hultan Raya 

Bulkit Soe lharto (UlPTD Tahulra Bulkit Soe lharto)) dan Balai Pelne lgakan Hu lkulm Lingkulngan 

Hidulp dan Ke lhultanan Wilayah Kalimantan (Balai Gakkulm LHK Kalimantan). 

Data yang dite lmulkan akan disulsuln dan dianalisis selsulai de lngan ke lbultulhan pe lnellitian 

gulna me lmbulat kelsimpullan hasil pelne llitian. 

3. PEMBAHASAN 

3.1 Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Batubara Tanpa Izin Di 

Kawasan Tahura Bukit Soeharto 

Dinas Ke lhultanan Provinsi Kalimantan Timulr melmiliki tulgas dan fulngsi dalam 

pe lnge llolaan hultan di Provinsi Kalimantan Timulr, yang mana hal ini belrdasarkan pada 

Pe lratulran Gulbe lrnulr Nomor 39 Tahuln 2019 te lntang Pe lmbe lntulkan dan Sulsulnan Organisasi 

Ulnit Pellaksana Telknis Daelrah pada Dinas Ke lhultanan Kalimantan Timulr. Dinas Ke lhultanan 

                                                             
6  Vivi Ariyanti. (2019). “Penegakan Hukum dalam System Peradilan Pidana di Indonesia”, Jurnal 

Yuridis, Volume 6, Nomor 2, hal. 32. 
7  Muhamad Muhdar. (2019). “Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikatif Dalam 

Penelitian Hukum”. Samarinda: Mulawarman University Press, hal. 79. 
8 Muhaimin. (2020). “Metode Penelitian Hukum”. Mataram: Mataram University Press, hal. 80. 
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Provinsi Kalimantan Timulr melmbagi siste lm pelnge llolaan hultan telrse lbult mellaluli Ulnit 

Pe llaksana Telknis Daelrah (UlPTD), dan be lrdasarkan Pasal 26 Pelratulran Gulbe lrnulr Nomor 

39 Tahuln 2019 te lntang Pe lmbe lntulkan dan Sulsulnan Organisasi Ulnit Pe llaksana Telknis 

Dae lrah pada Dinas Ke lhultanan Kalimantan Timulr, kawasan Tahulra Bulkit Soe lharto dike llola 

olelh Ulnit Pe llaksana Telknis Dae lrah Taman Hultan Raya Bulkit Soe lharto (UlPTD Tahulra 

Bulkit Soe lharto). 

UlPTD Tahulra Bulkit Soe lharto mellakulkan patroli selkali ataul dula kali dalam 

se lminggul pada kawasan Tahulra Bulkit Soe lharto dan melnelmulkan adanya ke lgiatan 

pe lrtambangan batulbara tanpa izin. 9 Julmlah telmulan telrhadap kelgiatan pe lrtambangan 

batulbara tanpa izin di Kawasan Tahulra Bulkit Soe lharto pada tahuln 2023 se llulas 2.251,30 

ha, 10  dan belrdasarkan telmulan telrse lbult melmbulktikan bahwa telrdapat kelgiatan 

pe lrtambangan batulbara tanpa izin di kawasan Tahulra Bu lkit Soe lharto. 

Ke lgiatan pelrtambangan batulbara tanpa izin di kawasan Tahulra Bulkit Soe lharto 

melrulpakan kelgiatan yang me lrulsak dan melncelmari lingkulngan se lrta kelgiatan yang 

melrulgikan ne lgara, se lhingga dalam hal ini, telrdapat ulpaya pe lne lgakan hulkulm telrhadap 

ke lgiatan pelrtambangan batulbara tanpa izin di kawasan Tahulra Bulkit Soe lharto dilakulkan 

olelh UlPTD Tahulra Bulkit Soe lharto, yaitul: 

1. Me lrima laporan dari masyarakat 

2. Me llakulkan pe lnge llolaan dan pelngawasan kawasan Tahulra Bulkit Soe lharto 

Be lrdasarkan wawancara delngan Sulprihadi Afianto sellakul KASI 

Pe lrlindulngan KSDAE l dan Pe lmbe lrdayaan Masyarakat di Dinas Ke lhultanan 

Kalimantan Timulr (UlPTD Tahulra Bulkit Soe lharto), pelnge llolaan dan pelngawasan 

kawasan Tahulra Bulkit Soelharto olelh UlPTD Tahulra Bulkit Soe lharto dilakulkan 

de lngan cara patroli selkali ataul du la kali dalam se lminggul pada kawasan Tahulra Bulkit 

Soe lharto ulntulk me lncelgah dan me lngulrangi pe llanggaran tindak pidana kelhultanan, 

se lpe lrti kelgiatan pelrtambangan batulbara tanpa izin.   

3. Me lnindaklanjulti laporan masyarakat dan telmulan kasuls di kawasan Tahulra Bulkit 

Soe lharto kel Balai Gakkulm LHK Kalimantan 

                                                             
9  Wawancara Pribadi dengan Suprihadi Afianto, KASI Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan 

Masyarakat, Dinas Kehutanan Kalimantan Timur (UPTD Tahura Bukit Soeharto) pada tanggal 14 Agustus 2024. 
10 Ibid. 
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Kasuls ke lgiatan pelrtambangan batulbara tanpa izin di kawasan Tahulra Bulkit 

Soe lharto yang dite lmulkan be lrdasarkan laporan dari masyarakat dan telmulan pasca 

patroli kelmuldian diselrahkan kelpada Balai Pelne lgakan Hulkulm Lingkulngan Hidu lp 

dan Ke lhultanan Wilayah Kalimantan (Balai Gakkulm LHK Kalimantan). Balai 

Gakkulm LHK Kalimantan melrulpakan melrulpakan ulnit pellaksana telknis di bidang 

pe lngamanan dan pelnelgakan hulkulm lingkulngan hidulp dan kelhultanan yang 

be lrnaulng di bawah Ditjeln Gakkulm LHK dan belrtanggulng jawab kelpada Dirjeln 

Gakkulm LHK.11  

Pe lratulran Me lnte lri LHK Nomor 13 Tahuln 2022 te lntang Organisasi dan Tata 

Ke lrja Balai Pe lngamanan dan Pelnelgakan Hulkulm Lingkulngan Hidulp dan 

Ke lhultanan, adapuln tuljulan pelmbe lntulkan Balai Gakkulm LHK Kalimantan, yaitu l 

ulntulk melnulnjang pe llaksanaan tulgas dan fulngsi Ditje ln Gakkulm LHK di wilayah 

Kalimantan, mellipulti: 

a. Tulgas 

Balai Gakkulm LHK Kalimantan melmiliki tulgas ulntulk 

mellaksanakan kelgiatan yang be lrhulbulngan de lngan ganggu lan, ancaman, dan 

pe llanggaran hulkulm pada bidang lingkulngan hidulp dan ke lhultanan. 

b. Fulngsi 

1) Me llaksanakan inve lntarisasi dan idelntifikasi potelnsi ganggulan pada 

bidang lingkulngan hidulp dan kelhultanan 

2) Me llaksanakan invelntarisasi dan idelntifikasi potelnsi ancaman dan 

pe llanggaran hulkulm pada bidang lingkulngan hidulp dan ke lhultanan 

3) Me llakulkan sosialisasi melnge lnai pelne lgakan hulku lm pada bidang 

lingkulngan hidulp dan ke lhultanan 

4) Me llakulkan koordinasi delngan aparat pelnelgak hulkulm dan pihak telrkait 

lainnya dalam mellakulkan prosels pe lne lgakan hulkulm, selpe lrti pelnyidikan 

pada kasuls lingkulngan hidulp dan kelhultanan. 

5) Me llakulkan pelngulmpullan data dan informasi pelncelgahan dan 

mellakulkan kelgiatan kelamanan telrhadap hultan 

                                                             
11 Ditjen Gakkum KLHK. (13 Januari 2025). “Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan 

Hidup Dan Kehutanan”. GAKKUM: https://gakkum.menlhk.go.id/organisasi/upt, diakses pada tanggal 20 Januari 

2025. 
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6) Me llaksanakan kelgiatan pe lncelgahan dan mellakulkan ope lrasi 

pe lngamanan hultan 

7) Me lmbelrikan dulkulngan dan pe llaksanaan ope lrasi pelnindakan pelrulsakan 

lingkulngan hidulp 

8) Me lngulmpullkan bahan dan keltelrangan, se lrta mellakulkan pelnyidikan 

telrhadap kasuls pe llanggaran hulkulm pada bidang lingkulngan hidulp dan 

ke lhu ltanan 

9) Me lmbelrikan fasilitas dan mellakulkan pe lnye lle lsaian selngke lta pada 

bidang lingkulngan hidulp 

10) Me llakulkan pelngawasan dan pelnaatan te lrhadap pelmelgang pe lrizinan 

be lrulsaha ataul pelrse ltuljulan pelmelrintah, dan pelratulran pelrulndang-

ulndangan di bidang lingkulngan hidulp dan ke lhultanan 

11) Me llakulkan pelmantaulan, elvalulasi dan pellaporan melnge lnai pellaksanaan 

pe lnelgakan hulkulm pada bidang lingkulngan hidulp dan kelhultanan 

12) Me llaksanakan pelnyu lsulnan re lncana, program, anggaran dan pellaporan, 

ulrulsan administrasi kelpelgawaian, ke lulangan, pe lnge llolaan barang milik 

ne lgara, tata pelrsulratan, kelarsipan, kelrulmahtanggaan, dan hulbulngan 

masyarakat, advokasi hulkulm, dan pelnge llolaan data dan informasi.12 

Be lrdasarkan wawancara delngan Bapak Pulrwanto, S.Hult se llakul Pe lnyidik 

Pe lgawai Ne lge lri Sipil (PPNS) di Balai Gakkulm LHK Kalimantan, ulntulk 

mellaksanakan fulngsi dan tulgas Balai Gakkulm LHK Kalimantan dalam melnangani 

kasuls ke lgiatan pelrtambangan barulbara tanpa izin di kawasan Tahulra Bulkit 

Soe lharto, yaitul: 

a. Me lne lrima Laporan 

Laporan yang dite lrima olelh Balai Gakkulm LHK Kalimantan 

dilaporkan olelh: 

1) Masyarakat 

2) Dinas Ke lhultanan Kalimantan Timulr (UlPTD Tahulra Bulkit Soelharto) 

 

 

                                                             
12 Ibid. 
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b. Me llakulkan Patroli 

Balai Gakkulm LHK Kalimantan dalam mellaksakan fulngsi 

pe lmantaulan, e lvalulasi dan pellaporan pe llaksanaan pelne lgakan hulkulm 

lingkulngan hidulp dan ke lhultanan, maka Balai Gakkulm LHK Kalimantan 

julga me llakulkan patroli di kawasan hultan, salah satulnya di kawasan Tahulra 

Bulkit Soe lharto. 

c. Me lnangani Kasuls Lingkulngan dan Ke lhultanan, selpelrti Kasuls Ke lgiatan 

Pe lrtambangan Batulbara Tanpa Izin 

Ke lgiatan pe lrtambangan batulbara tanpa izin me lru lpakan salah satu l 

kasuls yang ditangani olelh Balai Gakkulm LHK Kalimantan. Seltellah 

melne lmu lkan kasuls ke lgiatan pelrtambangan tanpa izin mellaluli laporan dan 

patroli, Balai Gakkulm LHK Kalimantan melnangani kasuls te lrse lbult de lngan 

cara: 

1) Me llakulkan laporan dan koordinasi delngan Ke lpolisian 

Be lrdasarkan Kitab Ulndang-Ulndang Hulkulm Acara Pidana 

(KUlHAP) dan pe lratulran pe lrulndang-ulndangan lainnya, PPNS 

melmiliki kelwe lnangan dalam mellakulkan pelnyidikan, yang mana 

pe lnyidikan telrse lbult haruls se lsulai ulndang-ulndang yang me lnjadi dasar 

hulkulmnya, dan dalam pe llaksanaan tulgasnya be lrada di bawah 

koordinasi dan pelngawasan Pe lnyidik Ke lpolisian Nelgara Re lpulblik 

Indone lsia (Pe lnyidik Polri). Olelh karelna itul, dalam melnangani kasu ls 

Lingkulngan dan Ke lhultanan, Balai Gakkulm LHK Kalimantan 

mellakulkan laporan dan koordinasi delngan Ke lpolisian Ne lgara 

Re lpulblik Indone lsia (Polri). 

Adapuln me lkanisme l pe llaksanaan koordinasi dan pe lngawasan 

yang dilakulkan Pe lnyidik Polri te lrhadap PPNS se lbagaimana diatulr 

dalam KUlHAP, yaitul: 

a) Pasal 107 ayat (1) KUlHAP, me lnjellaskan bahwa ulntulk 

ke lpelntingan pe lnyidikan, pe lnyidik Polri melmbe lrikan peltulnjulk 

ke lpada PPNS dan melmbelrikan bantulan pelnyidikan yang 

dipelrlulkan. 
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b) Pasal 107 ayat (2) KUlHAP, me lnjellaskan bahwa dalam hal sulatul 

pe lristiwa yang patult didulga melrulpakan tindak pidana seldang 

dalam pelnyidikan ole lh PPNS dan ke lmuldian ditelmulkan bulkti 

yang kulat u lntulk diajulkan ke lpada pelnulntu lt ulmulm, PPNS 

mellaporkan hal itul kelpada Pe lnyidik Polri. 

c) Pasal 107 ayat (3) KUlHAP, me lnjellaskan bahwa dalam hal tindak 

pidana tellah selle lsai disidik olelh PPNS, ia se lge lra me lnye lrahkan 

hasil pelnyidikannya ke lpada pelnulntult ulmulm mellaluli Pelnyidik 

Polri. 

d) Pasal 109 ayat (3) KUlHAP, me lnjellaskan bahwa dalam hal 

pe lnghe lntian pelnyidikan karelna tidak telrdapat culkulp bulkti, ataul 

pe lristiwa telrse lbult telrnyata bulkan melrulpakan tindak pidana, atau l 

pe lnyidikan dihelntikan delmi hulkulm yang dilakulkan olelh PPNS, 

pe lmbelritahulan melnge lnai hal itul se lge lra disampaikan kelpada 

pe lnyidik dan pelnulntult ulmulm. 

 

2) Me llakulkan pe lnyidikan 

Pasal 6 ayat (1) KUlHAP me lnyatakan bahwa te lrdapat dula 

katelgori pe lnyidik dalam lingkulp pelne lgakan hulkulm pidana, yaitu l 

Pe lnyidik Polri dan PPNS yang dibe lri we lwe lnang khulsuls ole lh 

u lndang-ulndang. Se llain dalam KUlHAP, Pasal 1 angka 11 Ulndang-

Ulndang Nomor 2 Tahuln 2002 telntang Ke lpolisian Nelgara Relpulblik 

Indone lsia me lnyatakan bahwa PPNS me lrulpakan peljabat telrtelntu l 

yang ditulnjulk se lbagai pe lnyidik dan me lmpulnyai we lwe lnang ulntu lk 

mellakulkan pelnyidikan tindak pidana dalam lingkulp Ulndang-

Ulndang yang me lnjadi dasar hulkulmnya masing-masing. 

Be lrdasarkan ke ltelntulan di atas, PPNS me lmpulnyai 

ke lwe lnangan ulntu lk me llakulkan pe lnyidikan, yang mana ke lwe lnangan 

telrse lbult dibelrikan olelh Ulndang-Ulndang yang me lnjadi dasar 

hulkulmnya masing-masing. Artinya, PPNS melmiliki kelwe lnangan 

melnjadi pelnyidik yang te lrbatas dan melnyangkult tindak pidana yang 

diatulr dalam Ulndang-Ulndang te lrse lbult, ataul delngan kata lain PPNS 

melmiliki fulngsi dan we lwe lnang se lbagai pe lnyidik yang be lrsulmbe lr 
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pada kelte lntulan pe lratulran pe lrulndang-ulndangan khulsuls, se lhingga 

pada kasuls ke lgiatan pelrtambangan batulbara tanpa izin di kawasan 

Tahulra Bulkit Soe lharto, Balai Gakkulm LHK Kalimantan melmiliki 

ke lwe lnangan se lbagai PPNS yang me lnangai kasuls pada bidang 

lingkulngan dan ke lhultanan, yang mana dalam Pasal 30 Ulndang-

Ulndang Nomor 18 Tahuln 2013 telntang Pe lncelgahan dan 

Pe lmbelrantasan Pelrulsakan Hultan, Balai Gakkulm LHK Kalimantan 

melmiliki kelwe lnangan ulntulk: 

a) mellakulkan pelmelriksaan atas kelbelnaran laporan ataul 

ke ltelrangan be lrke lnaan delngan tindak pidana pelrulsakan 

hultan; 

b) mellakulkan pelmelriksaan telrhadap orang ataul badan hulkulm 

yang didulga me llakulkan tindak pidana pelrulsakan hultan; 

c) melminta kelte lrangan dan barang bulkti dari orang ataul badan 

hulkulm se lhulbulngan de lngan pe lristiwa tindak pelrulsakan 

hultan; 

d) mellakulkan pelmelriksaan atas pelmbulkulan, catatan, dan 

dokulmeln lain belrke lnaan delngan tindak pidana pelrulsakan 

hultan; 

e) mellakulkan pelme lriksaan di telmpat telrtelntul yang didulga 

telrdapat barang bulkti, pelmbulkulan, pelncatatan, dan dokulmeln 

lain selrta mellakulkan pelnyitaan telrhadap bahan dan barang 

hasil keljahatan yang dapat dijadikan bulkti dalam pelrkara 

tindak pidana pelrulsakan hultan; 

f) mellakulkan pelnangkapan, pelnahanan, pelngge lle ldahan, dan 

pe lnyitaan;  

g) melminta bantulan ahli dalam rangka pe llaksanaan tulgas 

pe lnyidikan tindak pidana pelrulsakan hultan; 

h) melnghe lntikan pe lnyidikan apabila tidak telrdapat bulkti 

telntang adanya tindakan pelrulsakan hultan; 

i) melmanggil orang ulntulk dide lngar dan dipelriksa se lbagai 

telrsangka ataul saksi; 
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j) melmbulat dan melnandatangani belrita acara dan sulrat-sulrat 

lain yang me lnyangkult pe lnyidikan pe lrkara pe lrulsakan hultan; 

dan 

k) melmotrelt dan/ataul melre lkam mellaluli alat potrelt dan/ataul alat 

pe lrelkam telrhadap orang, barang, sarana pe lngangkult, atau l 

apa saja yang dapat dijadikan bulkti tindak pidana yang 

melnyangkult hultan, kawasan hultan, dan hasil hultan. 

 

3) Me llakulkan pe lnahanan telrsangka yang dibantul ole lh Ke lpolisian 

Pe lnahanan telrsangka ole lh Balai Gakkulm LHK Kalimantan 

dibantul olelh Ke lpolisian. Hal ini karelna Balai Gakkulm LHK 

Kalimantan tidak difasilitasi olelh nelgara belrulpa rulmah tahanan, 

se lhingga ulntulk mellakulkan pelnahanan telrhadap telrsangka akan 

dibantul olelh Ke lpolisian. 

4) Me lnye lrahkan belrkas pe lrkara kel Ke ljaksaan Nelge lri ulntulk dapat 

dilanjultkan kel Pe lngadilan Nelge lri 

Balai Gakkulm LHK Kalimantan dalam melnangani kasu ls 

ke lgiatan pelrtambangan batulbara tanpa izin mellakulkan pelnye lrahan 

be lrkas pe lrkara kel Ke ljaksaan Ne lge lri, yang mana be lrtuljulan ulntulk 

mellakulkan pelnulntultan kelpada pellakul agar dapat dilanjultkan kel 

Pe lngadilan Ne lge lri se lhingga pe llakul dapat dibe lrikan sanksi pidana 

be lrdasarkan Ulndang-Ulndang yang be lrlakul.13 

Adapuln kasuls ke lgiatan pelrtambangan batulbara tanpa izin di kawasan 

Tahulra Bulkit Soe lharto yang ditangani olelh Balai Gakkulm LHK Kalimantan pada 

tahuln 2022-2024, yaitul : 

Tabel 1. Penanganan Kasus Kegiatan Pertambangan Batubara Tanpa Izin  

Di Kawasan Tahura Bukit Soeharto oleh Balai Gakkum LHK Kalimantan  

Pada Tahun 2022-2024 

No. Tahun Jumlah Kasus Keterangan 

1 2022 7 Kasuls  3 Kasuls (tidak dapat disellelsaikan, 

karelna waktul pe lnyidikan tidak 

culkulp (Pasal 39 hulrulf a dan b 
Ulndang-Ulndang Nomor 18 Tahuln 

                                                             
13 Wawancara Pribadi dengan Purwanto, S.Hut, PPNS, Balai Gakkum LHK Kalimantan pada tanggal 8 

Januari 2025. 
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2013 te lntang Pe lncelgahan dan 
Pe lmbelrantasan Pelrulsakan Hultan)) 

 1 Kasuls (masih dalam prosels 

pe lnyidikan) 

 3 Kasuls (kasuls suldah dilimpahkan 

ke l Ke ljaksaan, suldah disidangkan 

di Pe lngadilan Ne lge lri, dan suldah 

ada pultulsan teltap) 

2 2023 2 Kasuls Tidak dapat disellelsaikan, karelna 

waktul pelnyidikan tidak culkulp (Pasal 

39 hulrulf a dan b Ulndang-Ulndang 

Nomor 18 Tahuln 2013 te lntang 

Pe lncelgahan dan Pelmbe lrantasan 

Pe lrulsakan Hultan) 

3 2024 2 Kasuls tidak dapat disellelsaikan, karelna waktul 

pe lnyidikan tidak culkulp (Pasal 39 

hulrulf a dan b Ulndang-Ulndang Nomor 

18 Tahuln 2013 telntang Pe lnce lgahan 

dan Pe lmbelrantasan Pelrulsakan Hultan) 
Sulmbelr : Balai Gakkulm LHK Kalimantan, 2025. 

 

Gambar 1. Penanganan Kasus Kegiatan Pertambangan Batubara Tanpa Izin  

Di Kawasan Tahura Bukit Soeharto oleh Balai Gakkum LHK Kalimantan  

 
Sulmbelr : Balai Gakkulm LHK Kalimantan, 2024 
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Gambar 2. Alat Bukti Berupa Alat Berat yang disita Balai Gakkum LHK Kalimantan 

 
Sulmbelr : Balai Gakkulm LHK Kalimantan, 2025 

 

3.2 Faktor Penghambat Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan 

Batubara Tanpa Izin Di Kawasan Tahura Bukit Soeharto 

Pe lne lgakan hulku lm kelgiatan pelrtambangan batulbara tanpa izin di kawasan Tahulra 

Bulkit Soe lharto telntulnya me lmiliki hambatan dalam proselsnya. Adapuln faktor pe lnghambat 

dalam pelnelgakan hulku lm ke lgiatan pe lrtambangan batulbara tanpa izin di kawasan Tahulra 

Bulkit Soe lharto, yaitul: 

1. Adanya indikasi pelrmainan pada pultulsan hakim  

Be lrdasarkan wawancara delngan Bapak Pulrwanto, S.Hult se llakul Pe lnyidik 

Pe lgawai Ne lge lri Sipil (PPNS) pada Balai Gakkulm LHK Kalimantan, indikasi 

pe lrmainan pada pultulsan hakim dalam rangka pe lmbelrian sanksi kelpada pelmodal 

ke lgiatan pelrtambangan batulbara tanpa izin di kawasan hultan melnjadi faktor 

pe lnghambat dalam ulpaya pe lne lgakan hulkulm telrhadap kelgiatan pelrtambangan 

batulbara tanpa izin di kawasan Tahulra Bulkit Soe lharto. Hal ini karelna pelrnah ada 

be lbelrapa pultulsan hakim yang me lnyatakan bahwa pe lmodal tidak melme lnulhi ulnsulr-

ulnsulr pada Pasal 17 Ulndang-Ulndang Nomor 18 Tahuln 2013 telntang Pe lncelgahan 

dan Pe lmbelrantasan Pelrulsakan Hultan, yang me lnyatakan bahwa: 

“se ltiap orang dilarang : 
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1. Me lmbawa alat-alat belrat dan/ataul alat-alat lain yang lazim ataul patult didulga 

akan digulnakan ulntulk mellakulkan kelgiatan pelnambangan dan/atau l 

melngangkult hasil tambang di dalam kawasan hultan tanpa izin Melntelri. 

2. Me llakulkan kelgiatan pe lnambangan di dalam kawasan hultan tanpa izin 

Me lntelri. 

3. Me lngangkult dan/ataul me lnelrima titipan hasil tambang yang be lrasal dari 

ke lgiatan pelnambangan di dalam kawasan hultan tanpa izin. 

4. Me lnjulal, melngulasai, melmiliki, dan/ataul melnyimpan hasil tambang yang 

be lrasal dari kelgiatan pelnambangan di dalam kawasan hultan tanpa izin.  

5. Me lmbelli, melmasarkan, dan/ataul melngolah hasil tambang dari kelgiatan 

pe lnambangan di dalam kawasan hultan tanpa izin.” 

Be lrdasarkan pe lrtimbangan hakim dalam pultulsan telrse lbu lt, pe lmodal tidak 

tulruln langsulng me llakulkan ke lgiatan telrse lbult, selhingga hal ini melnjadi melnjadi 

faktor pelnghambat dalam ulpaya pe lnelgakan hulkulm te lrhadap kelgiatan 

pe lrtambangan batulbara tanpa izin di kawasan Tahulra Bulkit Soe lharto. 

2. Atulran Hulkulm Pada Pasal 39 hu lrulf a dan b Ulndang-Ulndang Nomor 18 Tahuln 2013 

telntang Pe lnce lgahan dan Pe lmbelrantasan Pe lrulsakan Hultan 

Pasal 39 hulrulf a dan b Ulndang-Ulndang Nomor 18 Tahuln 2013 te lntang 

Pe lncelgahan dan Pe lmbelrantasan Pelrulsakan Hultan me lnyatakan bahwa: 

“Ulntulk melmpelrcelpat pelnye lle lsaian pelrkara pelrulsakan hultan: 

a. Pe lnyidik wajib me lnye llelsaikan dan melnyampaikan belrkas pe lrkara 

ke lpada pelnulntult ulmulm paling lama 60 (e lnam pullulh) hari seljak 

dimullainya pe lnyidikan dan dapat dipelrpanjang paling lama 30 (tiga 

pullulh) hari. 

b. Dalam hal hasil pelnyidikan be llulm le lngkap, pe lnulntult ulmulm wajib 

mellakulkan pelnyidikan paling lama 20 (dula pullulh) hari dan dapat 

dipelrpanjang paling lama 30 (tiga pullulh) hari.” 

Pasal ini melmiliki tuljulan baik, agar pe lrkara pelrulsakan hultan selpe lrti 

ke lgiatan pelrtambangan batulbara tanpa izin di kawasan Tahulra Bulkit Soelharto dapat 

celpat disellelsaikan. Namuln hal ini julga melnjadi faktor pelnghambat dalam ulpaya 

pe lnelgakan hulkulm karelna apabila pelnyidik tidak mampul melnye lle lsaikan kasuls 

telrse lbult be lrdasarkan waktul yang dite lntulkan Pasal Pasal 39 hulrulf a dan b Ulndang-
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Ulndang Nomor 18 Tahuln 2013 telntang Pe lncelgahan dan Pe lmbelrantasan Pelrulsakan 

Hultan, maka kasuls telrse lbult akan ditultulp dan tidak dilanjultkan pelnyidikannya.14 

Alasan kulrangnya waktul pelnye lle lsaian kasuls te lrse lbult karelna belbe lrapa hal, 

yaitul: 

a. Jaksa Pelnu lntult Ulmulm melminta ulntulk melncari, melminta keltelrangan dan 

melnjadikan pellakul lainnya, se lpe lrti pelmilik ulsaha pe lnambangan, pelngawas, dan 

pe llakul lainnya yang te lrlibat dalam kelgiatan pe lnambangan tanpa izin. 

b. Jaksa Pelnulntult Ulmulm tidak mellanjultkan kasulsnya kare lna bellulm adanya MOU l 

(Me lmorandulm Of Ulnde lrstanding) ulntulk pe lnanganan lanjultan. 

c. Pe lnyidik ke ltelrgantulngan de lngan pihak Ke lpolisian dalam melncari dan 

melne lmulkan pellakul yang te lrlibat dalam kelgiatan pelnambangan tanpa izin.15 

 

3. Adanya pe lrlindulngan dari oknulm yang tidak belrtanggulngjawab 

Ke lgiatan pelrtambangan batulbara tanpa izin tidak dapat dilakulkan tanpa 

adanya bantulan dan pe lrlindulngan dari dari oknulm yang tidak be lrtanggulngjawab 

yang me lnginginkan ke lulntulngan pribadi, se lpe lrti oknulm pe lne lgak hulkulm, oknulm 

pe lmelrintah, hingga oknulm pe lmangkul adat. Pe lrlindulngan ini me lmbelrikan kelsullitan 

ulntulk melne lmu lkan kelgiatan pe lrtambangan batulbara tak be lrizin yang se ldang 

be lropelrasi se lbab pellakul suldah melndapatkan informasi “khulsuls” be lrulpa informasi 

melnge lnai razia ataul patroli telrhadap ke lgiatan pelrtambangan batulbara yang 

dilakulkan olelh aparat pelne lgak hulkulm. 

Profe lsionalitas aparat pelne lgak hulkulm dalam melnjalankan tulgasnya 

melrulpakan pelrmasalahan yang sangat signifikan. Hal ini karelna aparat pelne lgak 

hulkulm adalah salah satul kulnci dalam melwuljuldkan pelne lgakan hulkulm yang baik 

dan apabila pada titik selntral telrse lbult te llah melngalami kelrulsakan maka dapat 

dipastikan pelne lgakkan hulkulm di Indone lsia akan jalan di telmpat.16 

4. Kulrangnya ke lsadaran hulkulm masyarakat se lkitar kawasan Tahulra Bulkit Soe lharto 

                                                             
14 Wawancara Pribadi dengan Purwanto, S.Hut, PPNS, Balai Gakkum LHK Kalimantan pada tanggal 8 

Januari 2025. 
15 Ibid. 
16 Riyanto, dkk. (2020). “Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts 

Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guidelines”. Jurnal Daulat Hukum, 

Volume 3, Nomor 2. 
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Ke lgiatan pe lrtambangan batulbara tanpa izin di kawasan Tahulra Bulkit 

Soe lharto telrjadi karelna adanya ke linginan masyarakat ulntulk melndapatkan 

ke lulntulngan pribadi selhingga melnjadi pellakul pe lrtambangan batulbara tanpa izin. 

Se llain itul, para pellakul te lrse lbult tidak melmahami proseldulr ulntulk melnjaga 

lingkulngan se lhingga be lgitul ke lgiatan pelrtambangan batulbara telrse lbult te llah sellelsai, 

maka belkas galiannya akan ditinggalkan be lgitu l saja tanpa mellakulkan relklamasi. 

Hal ini te lrjadi karelna ke le lgoisan pe llakul yang me lnginginkan ke lulntulngan le lbih 

banyak dan malas melnge llularkan ulang yang le lbih ulntulk me llakulkan relklamasi, selrta 

tidak melmiliki pelnge ltahulan melnjaga lingkulngan de lngan baik. 

4. KESIMPULAN 

Ulpaya pe lne lgakan hulkulm te lrhadap ke lgiatan pelrtambangan batulbara tanpa izin di 

kawasan Tahulra Bulkit Soe lharto ole lh UlPTD Tahulra Bulkit Soe lharto adalah (1) Me lrima laporan 

dari masyarakat, (2) Me llakulkan pe lnge llolaan dan pelngawasan kawasan Tahulra Bulkit Soe lharto 

de lngan me llakulkan patroli di kawasan Tahu lra Bulkit Soe lharto, dan (3) Me lnindaklanjulti laporan 

masyarakat dan telmulan kasuls di kawasan Tahulra Bulkit Soe lharto kel Balai Gakkulm LHK 

Kalimantan. Sellanjultnya Balai Gakkulm LHK Kalimantan melnindaklanjulti ulpaya pe lnelgakan 

hulkulm telrse lbult delngan cara melne lrima laporan dan melnangani kasuls pelrtambangan batulbara 

tanpa izin delngan (1) Me llakulkan laporan dan koordinasi delngan Ke lpolisian (2) Me llakulkan 

pe lnyidikan, (3) Mellakulkan pelnahanan te lrsangka yang dibantul olelh Ke lpolisian, dan (4) 

Me lnye lrahkan be lrkas pelrkara kel Ke ljaksaan Ne lge lri ulntulk dapat dilanjultkan kel Pe lngadilan 

Ne lge lri. Adapuln faktor pelnghambat dalam pelne lgakan hulkulm telrse lbult, yaitul (1) Adanya 

indikasi pelrmainan pada pultulsan hakim, (2) Atulran Hulku lm Pada Pasal 39 hulrulf a dan b 

Ulndang-Ulndang Nomor 18 Tahuln 2013 telntang Pe lncelgahan dan Pelmbe lrantasan Pe lrulsakan 

Hultan, (3) Adanya pe lrlindu lngan dari oknulm yang tidak be lrtanggulngjawab, dan (4) Kulrangnya 

ke lsadaran hulkulm masyarakat se lkitar kawasan Tahulra Bulkit Soe lharto. 
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